BAB IV
ANALISISPENGIKRARAN KEMBALI TANAH WAKAF MUSHOLA AN-

NUR DESA BOLOH KECAMATAN TOROH KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Proses Pengikraran Kembali Tanah Wakaf Mushola An-Nur

Desa Boloh K ecamatan Toroh Kabupaten Grobogan

Dari data yang telah disajikan di Bab Il penulddah memaparkan
tentang proses pengikraran kembali tanah wakaf BashAn-Nur Desa Boloh
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Pengikrararafwgitng dilakukan
sebanyak dua kali oleh orang yang berbeda terhbedaga yang sama. Yaitu
tanah Mushola An-Nur Desa Boloh yang diikrar wakafkhanya secara lisan
oleh orang pertama dan ikrar wakaf menurut hukusitipdndonesia dilakukan
oleh orang kedua. Pengikraran tersebut dikarens&iah berpindahnya bukti
kepemilikan benda wakaf dari orang pertama kepadago kedua setelah
terjadinya ikrar wakaf yang pertama.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari fwakituk
mewakafkan benda miliknyaBegitu pentingnya suatu pernyataan dalam
hukum wakaf sehingga ulama’ madzab Hanafi menyatdi@wa rukun
wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berwga (pernyataan wakif).
Karena wakaf merupakan penghapusan hak milik denggnmendekatkan

diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapdangkan dia mampu.

! Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

2 Abdul Halim,Hukum Perwakafan di Indonesi@jputat: Ciputat Press, 2005 16

® Abdul Aziz Muhammad Azzanfigh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Figh
Islam,Jakarta: Amzah, 2010, h. 407
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Pentingnya akad dalam hukum wakaf karena wakafasui dalam
wilayah muamalah, yaitu seseorang yang mewakafkaria hbendanya
dilakukan secara horizontal dan pemenuhan kebutakan fasilitas umum
umat Islam. Di samping wilayah muamalah, wakaf jugamasuk dalam
wilayah ibadah, yaitu seseorang yang mewakafkarddeniliknya untuk
mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat ridyxa-N

Wakaf dalam wilayah ibadah diyakini umat Islam &g kegiatan
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satnsgr dalam beribadah
adalahistikhfa’ (dilakukan secara sembunyi-semburly#Prinsip ini tidak
lepas dari pemahaman ulama’ yang mengatakan balakaf\adalah bagian
dari sedekah(shadagah jariyah) Muhammad Daud Ali menjelaskan
sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok bahwa sedeedarafighiyah
dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah yang hukumwajib dan sedekah
yang hukumnya sunahSedekah yang hukumnya wajib misalnya zakat,
sedangkan sedekah yang hukumnya sunah misalnyd. waka

Prinsip istikhfa’ dalam beribadah ini di dasarkan pada dua dasar
hukum, yaitu:

1. Al-Quran Surat Al-Bagarah [2]: 271
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+ oS- @0 A2 o $ X B HOAR
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:Jaih MubarokWakaf ProduktifBandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008, h. 38
Ibid.
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Artinya: “ Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adadah
sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kanmikdre
kepada orang-orang fakir, Maka MenyembunyikanehiH baik
bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu samiag
kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa kamu
kerjakan”®

2. Hadis riwayat Abu Hurairah:

o) dE il s o baea el daaey s (o) s
G omis O Geasll de (Sl e e dma 0 (s Wis
A pgllny da) JE ol adle Al L il e 5 gs (o (e pale
8 Glae 48 o g A0 3ol L Ly Jaladl alay) salla W) Jl Y oy all
13 3l el dien Jay g ade B85 ade baaial A 8 Llad odla s aabud)
i Y s Walials daay Baad Jas ) GAT ) JE s Caaia

Talua o) 5 (sliae Caalid LIS ) SO Ja g alledi (3455 Lo Ay

Artinya: “Telah mengabarkan pada kami Zuhair bin ridadan
Muhammad bin Al-Musanna bersama denganYahya Ala@att
Zuhair berkata: telah mengabarkan pada kami Yalysa'id
dari Ubaidillah dari Khubaib bin Abdirrohman darafsin bin
Asim, dari Abi Hurairah dari Nabi saw. bersabda:aAtijuh
golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawalinuan-
Nya, pada hari yang tidak ada naungan kecuali reauhlya,
yaitu: Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh derigadah
kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yangnyaat
bergantung kepada mesjid (selalu melakukan satabga di
dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jsidah,
keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, sgoyang
diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untukirtey, tapi
ia mengatakan: Aku takut kepada Allah, seseoranggya
memberikan sedekah kemudian merahasiakannya sgengain
kanannya tidak tahu apa yang dikeluarkan tanganykirdan

® Departemen Agamal-Qur'an dan Tejemahnyd@andung: CV. Penerbit J-ART,
2004, h. 47

’ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajajl-Qusyairi An-Naisabuti Shahih Muslim
Jilid 2, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-limiyah, 1992, 1815
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seseorang yang berzikir (mengingat) Allah dalamekdsian,
lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.” (MLEslim)

Dua dasar itulah yang dijadikan alasan bahwa walefaiknya
dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hal itu yangungikkan keikhlasan
dan terhindar dari sifat riya (ingin dipuji olehaog lain karena telah
melakukan perbuatan baik).

Sedekah yang dilakukan dengan riya, sedekah yanigsaisebut-
sebut dengan menyinggung perasaan orang lain adaitbh sedekah orang
yang telah beriman, sama-sama pahalanya batal sdiAdiah. Hal itu

dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah [2]726
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganladmki menghilangkan
(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya daryakie
(perasaan si penerima), seperti orang yang menekahartanya
karena riya kepada manusia dan dia tidak berimpadae Allah dan
hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu sepatti licin yang
di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimparhlgbat, lalu
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). merekaktidaenguasai
sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dantidéhmemberi
petunjuk kepada orang-orang yang kfir.

8 Departemen AgamaAl-Qur'an dan Tejemahnya, Op Cit, 46
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Inilah yang dijadikan dasar dalam ikrar wakaf pmdaerhadap tanah
Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabup&eobogan yang
dilakukan oleh H. Munasir yang mewakafkan tanahhgaya secara lisan
dengan diketahui pihak internal keluarga saja,aatipetahui oleh pihak luar
dan tanpa ada usaha pengadministrasiannya. Pedaksammkaf semacam itu
cukup didasarkan atas adanya rasa keikhlasan aagepang menyerahkan
wakaf (wakif) karena ibadah kepada Allah sematinggia dirasa lebih dapat
mencegah diri dari sifat riya (ingin dipuji olehamg lain kerena telah
melakukan suatu perbuatan baik).

Pelaksanaan wakaf seperti itu, di satu sisi mknkilebihan yaitu
pelaksanaan wakaf terasa lebih mudah karena tiemtequr dan tatacara
yang rumit dan berbelit-belit, tetapi disisi laigp memiliki kelemahan yaitu
sebagai akibat dari pelaksanaan wakaf dengan tidattanya
pengadministrasian, maka hal ini dapat menganc&akikéan dan keabadian
benda wakaf tersebut, karena keberadaannya tidiaklutigi oleh alat bukti
yang kuat. Hal ini sebagaimana yang telah dilakuaklunasir yang sempat
akan menarik kembali tanah yang telah diwakafkaal. itd dikarenakan H.
Munasir merasa adanya ketidak adilannya dalam pgnrbaanah kepada
beberapa anaknya secara tidak merata. Namun panadkah wakaf dapat
dicegah meskipun bukti kepemilikan tanah tersebla#ht berpindah tangan
kepada salah satu anaknya.

Dalam sejarah Islam, pada masa Nabi dan Shahaaakafan

secara administratif belum dikenal. Namun dalamsamumuamalah, Al-
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Qur'an menganjurkan untuk dicatat dan disaksika&mh alua orang saksi laki-
laki.® Ayat Al-Quran yang bermakna umum itu, juga béralam
menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau keradministrasi serta
saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamadaly yliatur oleh
Allah.’® Oleh karena itu lahirnya peraturan wakaf di Indiaeeperti PP No.
28 Tahun 1977, KHI Buku lll, dan UU No. 41 TahurD20dapat dikatakan
sebagai implementasi terhadap ayat Allah SWT, gghinwakaf dalam
konteks muamalah di Indonesia, keberadaan wakifzinssaksi, dan PPAIW
merupakan sebuah keniscayaan demi menjamin kepastig&kum dan
pelestarian benda wakaf agar pendayagunaannya diilpitikan secara
maksimal dan optimal.

Atas dasar itulah dilakukan pengikraran kembalhdadap benda
wakaf yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmah yangekebnya telah
diikrarkan oleh orang tuanya, yakni H. Munasir.jadinya ikrar wakaf yang
kedua tersebut merupakan hasil desakan beberapdaraaiHidayatur
Rohmah, yang menginginkan benda wakaf tersebuttadkezan menurut
administrasi negara. Hal ini dilakukan demi menjanaidanya kepastian
hukum dan pelestarian tanah wakaf tersebut gunagmedari adanya
kemungkinan terjadinya pengingkaran terhadap besadaf tersebut.

Dengan terjadinya pengikraran kembali terhadap htameakaf
Mushola An-Nur ini berarti benda yang telah diwdealf secara administrasi

negara telah mendapatkan suatu kepastian hukum ratelnukum positif

° Al-Qur'an Surat Al-Bagarah [2]: 282, Lihat dalane@artemen Agamal-Qur'an
dan Tejemahny&andung: CV. Penerbit J-ART, 2004, h. 49
19 Abdul Halim,Op Cit, h. 104



54

Indonesia. Dengan dituangkannya ikrar wakaf terselalam bentuk Akta
lkrar Wakaf oleh PPAIW setidaknya telah menghilaamgk adanya
kehawatiran apabila suatu saat terjadi pengingkéedmdap benda wakaf
tersebut. Meskipun dalam AIW tersebut yang bertimsizbagai wakif adalah
Hidayatur Rohmah dan bukan H. Munasir.

Terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah wakashola An-
Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh merupakan upaya yiagukan oleh
ahli waris wakif demi menjamin kelanggengan tanatka¥ tersebut. Hal ini
juga merupakan bentuk kesadaran wakif, nadzir,adinwaris wakif bahwa
antara nilai ibadah wakaf (aspek vertikal) dengdai kemanusiaan wakaf
(aspek horizontal) harus berjalan seimbang. Oleheriemya praktek
perwakafan selain dilakukan untuk mendapatkan ridAhdah dan
menghindarkan diri dari sifat sombong dan riyaajbgrus tertib administrasi
guna mendapatkan kepastian hukum yang dapat menjkeld@anggengan

harta benda wakaf sesuai dengan kesepakatan didain a

. Analisis Ketentuan Hukum Islam terhadap Pengikraran Kembali Tanah
Wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh Kecamatan Toroh Kabupaten
Grobogan

Konsep Islam sebagai aganfal-din), yang bersumber dari Al-
Quran, meliputi pengaturan semua aspek kehidupaanusia, baik
pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, pakninganmakhluk

dengarkhalik (habl min Allah) maupun pengaturan hubungan antakhluk
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(habl min al-Nas)* KonsepDin al-Islam mencakup hukum tentang sistem
keyakinan(ahkam i'tigadiyah) hukum yang berhubungan dengan pengaturan
ucapan, perbuatan dan hubungan antara maraklkam ‘amaliyah)dan
hukum yang berhubungan dengan keutamaan, kesemapudaa keindahan
bagi diri manusigahkam khulugiyah)Esensi kandungabin al-Islam tidak
hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, yaiadab dalam bentuk
pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya, ngugan mengatur
kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemastarakya, seperti
masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekgn&etatanegaraan,
politik, dan hukunt?

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumaerwhhyu
agama, sehingga istilah hukum Islam secara jelaenminkan konsep yang
jauh berbeda dengan konsep, sifat, dan fungsi hukasa™® Secara teologis,
hukum Islam adalah sistem nilai dan ajaran yangita¢rilahiyah sekaligus
bersifat transenden. Akan tetapi dilihat dari pek$ip sosiologis, hukum
Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, @atitas sosial dalam
kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, hulslam tidak saja sekedar
sejumlah aturan yang bersifat menzaman dan menjayat (universal)
tetapi juga mengejawantahkan diri dalam institostitusi sosial yang
dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dantwagehingga hukum

Islam yang bersifat transeden dan universal tetgedua tingkat sosial tidak

1 Suparman Usmarblukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukdamls
dalam Tata Hukum Indonesidakarta: Gaya Media Pratama, 2001, h.12

2pid, h. 13

13 Musahadi HAM, Evolusi Konsep Sunnah; Implikasinya pada Perkemaang
Hukum IslamSemarang: CV. Aneka limu, 2000, h. 45
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dapat menghindarkan diri dari sebuah kenyataanniypkrubahan yang
menjadi karakter dasar kehidupan so¥ial.

Wakaf merupakan bagian dari hukum Islam yang titigdut dari
perubahan yang menjadi karakter dasar kehidupaial 4essebut. Hukum
wakaf ini bersumber dari Al-Quran dan hadis Naimun sangat sedikit
sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkadua sumber
tersebut sehingga ajaran wakaf ini diletakkan paiayah yang bersifat
ijtihadi, khususnya yang berkaitan dengan aspelgglelaan, jenis wakaf,
syarat, peruntukan, dan lain-lain. Oleh karenanketika suatu hukum
(ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihadakan hal tersebut menjadi
sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-geaaf baru, dinamis, dan
fururistik (berorientasi pada masa dep&rQleh karenanya wakaf merupakan
sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikegkbansesuai dengan
kebutuhan zaman.

Setiap permasalahan menurut pandangan Islam tdatin@kumnya.
Hanya kebanyakan masalah, terutama masalah daldagatvi muamalah
tidak ditetapkan secara terinci hukumnya. Bahkaaktisedikit masalah-
masalah seperti wakaf secara teknis pelaksanaditi@akaada nasnya dalam
Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan karena kealpaan atéen@§ehan dari syari’,
yakni Allah dan Rasul-Nya. Sebab masalah perwakaémacam itu dapat
berubah dan berkembang dengan cepat sesuai derg&empangan

masyarakat dan kemajuan zaman. Oleh karena iamIsukup memberikan

*1bid, h. 45-46
!5 Departemen Agamaerkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonegakarta:
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam danylenggaraan Haji, 2003, h. 59
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pedoman pokok dan prinsip-prinsipnya saja, sedanggangaturannya
diserahkan kepada ulil amri, yakni pemerintah, @aatauahlul hilli wal
aqdi (orang-orang yang mampu menganalisa dan menyimpuiiesalahj®

Wakaf sebagai produk ijtihad menjadikan wakaf tidakas dari
perhatian para ulama. Berdasarkan perspektif gsttapat dilihat bahwa
para ulama’ figh kita terdahulu dengan mengambtumek dari prinsip-
prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi telah mammngembangkan
suatu sistem hukum yang luar biasa. Namun sebagapua rumusan-
rumusan hukum para fugaha generasi terdahulu, kesegma adalah hasil
interpretasi yang tidak bersifat final dan memadghk pernah dimaksudkan
oleh para pembina madzhab sebagai sifat tihal.

Secara teknis, pelaksanaan wakaf menurut para ulsecara sah
dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syaeatr8alah satu rukun
wakaf tesebut adalah dengan adasighat yaknipernyataan kehendak dari
wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang bendagyakan diwakafkan,
kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaafkitenurut pendapat
Al-imam Al-Syafi'i, Malik dan Ahmad, wakaf dianggagelah terlaksana
dengan adanya lafadz atsighat walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.

Berdasarkan pendapat para ulama yang telah tersaebam kitab-

kitab figh klasik, tata cara perwakafan cukup dengdanyasighatatau akad

16 Masjfuk Zuhdi, Pengantar Hukum Syariah, Cet. Kedakarta: CV. HAJI
MASAGUNG, 1990, h. 128

" Musahadi HAMOp Cit,h. 73-74

18 Adijani Al-Albij, Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Reék
Jakarta: Rajawali, 1989, h.31

9 Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasygkigh Empat
MazhabTerj. Rahmah al-Ummabh fi Ikhtilaf al-A'immah, Bandy Hasyimi, 2010, h. 306
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dari wakif. Pelaksanaan wakaf seperti ini sebagaamang telah dilakukan
olen H. Munasir yang hanya dilakukan secara lisampa adanya
pengadministrasian menurut hukum positif Indonedi&mun hal ini
membawa konsekuensi bahwa kekekalan dan keabadiah twakaf tersebut
kemungkinan akan terganggu dan terancam, karenardddmnnya tidak
dilindungi atau didukung oleh bukti yang kuat.

Untuk generasi pertama selama wakif masih hidupnukegkinan
terjadinya masalah masih bisa diatasi, tetapi #patkif telah meninggal
dunia, permasalahan akan menjadi lain. Timbuinyarestseseorang untuk
memiliki tanah wakaf tersebut sangat mungkin terjenisalnya setelah wakif
meninggal dunia, ahli waris tidak mengakui adanyakat karena tidak
adanya bukti-bukti perwakafan.

Kasus perpindahan bukti kepemilikan tanah wakai Ha Munasir
kepada salah satu anaknya yang bernama Hidayatam#&to merupakan
sebuah indikasi kemungkinan adanya pengingkardradep tanah wakaf,
karena tidak adanya bukti-bukti perwakafan terhattayah wakaf. Ketika
suatu saat Hidayatur Rohmah telah meninggal dumierest (ketertarikan)
dari ahli warisnya untuk memiliki tanah wakaf tdnse sangat mungkin
terjadi dengan menggap tanah tersebut sebagaiviiarisyang harus dibagi.

Atas dasar kehawatiran yang mungkin terjadi di kdiaru hari, maka
beberapa ahli waris H. Munasir yang lain (saudatatara Hidayatur
Rohmah) mendesak agar tanah wakaf tersebut dikaftadicatatkan)

menurut administrasi negara. Sehingga pada tahunJ&®uari 2003,
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Hidayatur Rohmah mendaftarkan tanah wakaf tersgéduogan mengikrarkan
wakaf terhadap tanah dihadapan PPARADengan terjadinya pengikraran
kembali terhadap tanah wakaf tersebut, secara hujalas melahirkan
adanya dualisme hukum, yaitu antara figh dan hupasitif Indonesia.

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan wakaduk pada
hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup ukiak berdasarkan
ketentuan-ketentuan figh yang terdapat dalam Kt kuning. Namun,
dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekud®slanda pada waktu
itu, setiap perwakafan tanah harus diketahui obgfare’

Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda, tidakt daipangkiri
bahwa setelah kemerdekaannya, Indonesia masih largkga hukum
warisan Belanda (hukum positif). Sebagai akibatwyakaf sebagai bagian
dari hukum Islam yang semula hanya dilakukan bar#tas ketentuan-
ketentuan figh juga harus dilakukan menurut peastyrerundang-undangan
di Indonesia. Oleh karena itu berlakunya peratutentang wakaf di
Indonesia seperti PP No. 28 Tahun 1977, KHI Bukudan UU No. 41
Tahun 2004 adalah sebuah keniscayaan demi menkapastian hukum dan
pelestarian tanah wakaf agar pendayagunaannya dhlp&ukan secara
maksimal dan optimal.

Pemberlakuan perwakafan secara administratif mémukum positif
ini juga merupakan interpretasi pemerintah dalamsam muamalah dalam

Islam sebagaimana Al-Quran yang menganjurkan unti&atat dan

20| jhat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Tanah Wakaf &hola An-Nur.
21 Rachmadi UsmarHukum Perwakafan di Indonesidakarta: Sinar Grafika Offset,
h. 9
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disaksikan oleh dua orang saksi laki-I&iAyat Al-Quran yang bermakna
umum itu, juga berarti Islam menghendaki masalakaivalengan tertulis
atau memakai administrasi serta saksi karena nregaéaf juga termasuk
muamalah yang diatur oleh All&hMeskipun dalam sejarah Islam praktek
perwakafan secara administratif belum dikenal.

Pengikraran kembali terhadap tanah wakaf MusholaNAn secara
hukum memang telah melahirkan dualisme hukum yafiggsbertentangan.
Hal ini dikarenakan adanya perbedaan konsep pelaksa perwakafan
menurut figh dan hukum positif Indonesia. Secagh,fiseseorang dapat
melakukan wakaf terhadap benda miliknya meskipdaktimempunyai bukti
tertulis terhadap kepemilikan benda tersebut. Namenurut hukum positif
Indonesia, bukti tertulis terhadap kepemilikan subenda adalah syarat
administratif yang harus dipenuhi oleh seseoranggyakan melakukan
perwakafarf’

Dengan demikian, pengikraran kembali terhadap tamedkaf
Mushola An-Nur yang dilakukan oleh Hidayatur Rohmatak dapat
dihindarkan. Terjadinya pengikraran kembali tanadkad ini di dasarkan
pada beberapa alasan, antara lain:

1. Setelah terjadinya ikrar wakaf oleh H. Munasir seflp tanah Mushola

An-Nur, H. Munasir sempat akan menarik lagi tanadngy telah

22 Al-Quran Surat Al-Bagarah [2]: 282, Lihat dalamepartemen AgamaAl-
Qur'an dan Tejemahny&andung: CV. Penerbit J-ART, 2004, h. 49

2 Abdul Halim,Op Cit, h. 104

4 Lihat dalam Pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukurars!
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diwakafkan dan sempat akan diberikan kapada salfahamaknya yang
bernama Hidayatur Rohmah. Namun hal tersebut jatdildilakukan.

. Bukti kepemilikan tanah wakaf tersebut telah barképemilikan dari H.
Munasir kepada salah satu anaknya yang bernamayafidaRohmah
setelah terjadinya ikrar wakaf oleh H. Munasir.

. Adanya desakan dari pihak ketiga agar tanah wakaélbut dicatatkan
menurut administrasi negara. Hal itu dikarenakaaktiadanya bukti-
bukti perwakafan terhadap tanah tersebut, sehitiggaul kehawatiran
ketika suatu saat Hidayatur Rohmah sudah tidak(sdah meninggal
dunia), kemungkinan timbuinterest (ketertarikan) dari ahli warisnya
untuk memiliki tanah wakaf tersebut dengan menggagah tersebut
sebagai harta waris yang harus dibagi. Sehinggaldkan adanya suatu
kepastian hukum yang menjamin kekekalan tanah weksébut.

. Dalam pengikraran wakaf tanah Mushola An-Nur secatministrasi
negara bisa saja dilakukan oleh H. Munasir, yakengdn cara
pemindahan bukti kepemilikan tanah tersebut dadaktatur Rohmah
kembali ke H. Munasir. Namun hal itu akan menjaiuatu yang agak
berlebihan, karena dengan dilakukannya perpindakembali bukti
kepemilikan kepada H. Munasir akan menyita bangakga, pikiran dan
biaya untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlahsipil. Mengingat
bahwa secara substansi perwakafan adalah kekekataia wakaf dan
manfaatnya yang berlaku untuk kesejahteraan umuna deeperluan

ibadah. Adapun perwakafan secara administrasi hselyagai pelengkap
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guna menjamin kepastian hukum dan pelestarian tamakaf agar

pendayagunaannya dapat dilakukan secara maksimaiptianal.

Pengikraran kembali tanah wakaf Mushola An-Nur Dé&aoh
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan menurut hukuam)ssebagai
kelangsungan suatu hukusaklifi®® memiliki kaitan terhadap tiga hal, yaitu:
sabab (sebab),syarat dan mani’ (penghalang). Bila sesuatu perbuatan
dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi sygeagya dan telah
terhindar dari segalanani’ (penghalang), maka perbuatan itu dinyatakan
sudah memenuhi ketentuan hukum. Ditinjau dari d@gil suatu perbuatan
hukum dalam hubungannya terhadap tiga hal di a&s, ahli memasukkan
ke dalam hukumadh'i?® tiga hal lagi, yaitushah fasid, danbatal.?’

Pengikraran kembali terhadap tanah wakaf MusholaNAn Desa
Boloh adalah sah menurut hukum positif Indonessaeka dilakukan sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun otehukum Islam
sebagai kelangsungan hukutaklifi pengikraran kembali terhadap tanah

wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh adalahtal ataufasid karena adanya

mani’ (penghalang). Terhalangnya akad ini karena adamysur ikrah

% Hukum taklilifi adalah hukum yang berhubungan dengan tingkah rakkalaf
dalam bentuk tuntunan dan pemberian pilihan unerbuat atau tidak berbuat. Lihat Amir
Syarifuddin,Ushul Figh jilid 1,Cet. 4,Jakarta: Kencana, 2009, h. 394

% Hukum wadh'i merupakan titah Allah yang berhubungan dengan tesung
berkaitan dengan hukum-hukuaklifi. Lihat Ibid.

%" Fasid danbatal merupakan kebalikan dashah Kedua istilah ini menurut jumhur
ulama’ mempunyai arti yang sama baik dalam biddvagah maupun muamalah, tetapi
menurut ulama’ hanafiyah kedua istilah ini mempunyakna yang berbeda dalam bidang
muamalah, yaknifasid terdapat kekurangan atau kesalahan dalam syaedti sakad,
sedangkaibatal terdapat kekurangan atau kesalahan rukun akadt Liid. h.411-412
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(paksaan) darhaqqul ghair (hak orang Iair?)g, karena pelaksanaan ikrar
wakaf yang kedua ini merupakan hasil desakan (palsdari pihak ketiga,
bukan atas kehendak sendiri. Selain itu juga kelgemni tanah tersebut
bukanlah milik Hidayatur Rohmah dan bukti kepenailikanah tersebut yang
berada pada Hidayatur Rohmah hanyalah pinjam n#@ieh karenanya,
seharusnya dalam pengikraran kembali tersebut HtdayRohmah tidaklah
bertindak sebagai wakif, tetapi sebagai kuasavaakif (H. Munasir) dengan
menyatakan benda yang akan diikrar wakafkan adal&ian miliknya dan
bukti kepemilikan yang berada atas namanya hanymhgéim nama.

Namun, dalam peraturan hukum positif Indonesiastatey syarat
administrasi perwakafan tidak diatur tentang bldegpemilikan yang diatas
namakan orang lain boleh diwakafkan oleh pemilik &emi mendapatkan
kepastian hukum dan pelestarian wakaf tanah Mushoialur Desa Boloh,
pengikraran kembali terhadap tanah wakaf terselait Hidayatur Rohmah
mengharuskan untuk dilakukan demi mendapatkan Kahstan.

Secara umum, tujuan Pencipta hukgsyari’) dalam menetapkan
hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kegent serta
kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kehiduparaduaupun kehidupan
akhirat kelalé® Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat dipaiemtara

lain dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-§arah [2]: 201-202

ForOo*He0 REOSDIO TOY [HeEVorti L e
IR J0]72e16 JORVO-RARIT O\« GRS @ 7

% Teungku Muhammad Hasbi Ash-ShiddiegPengantar Figh Muamalah,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 53
29 suparman Usmafp Cit,h. 67
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Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang berd¥a Tuhan Kami,
berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di edhidan
peliharalah Kami dari siksa neraka". mereka Ituledng-orang yang
mendapat bahagian daripada yang mereka usahakanAlkh
sangat cepat perhitungan-Ny4.”

Tujuan hukum Islam sebagaimana di atas, dapatcdikepada lima
tujuan yang disebwl-magasid al-khamsadtaual-kulliyat al-khamsahLima
tujuan itu adalah memelihara agama, memelihara, jsvamelihara akal,
memelihara harta, dan memelihara keturunan. Canaapaiannya adalah
dengan menarik kemaslahatan, baik itu dengan caramk kamanfaatannya
atau dengan cara menolak kemadharitan.

Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam ummssamalah,
seperti terjadinya pengikraran kembali terhadamhawakaf Mushola An-
Nur Desa Boloh merupakan dasar asasi dalam penmbmdaim. Pembinaan
hukum (syari’) menerangkan illat hukum yang disyari’atkannya dgawum-
hukum itu berkisar sekitar illatnya, dan untuk mieggtkan kita kepada
keharusan memelihara kemaslahatan dan tidak mempakia praturan
hukum yang telah ada. Namun jika kemaslahatan-Katmgtsan itu

bertentangan satu sama lain, maka didahulukan haslanum atas maslahat

%0 Departemen Agama|-Qur'an dan Tejemahnya, Op. Cih, 32
31 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhaklagashid Syari'ah, Jakarta: AMZAH, 2009, h.
XV
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khusus dan diharuskan kita menolak kemadharatag hdoih besar dengan
jalan mengerjakan kemadharatan yang lebih K&cil.

Dengan demikian terjadinya pengikraran kembali addp tanah
wakaf Mushola An-Nur Desa Boloh secara hukum adalakh dilakukan.
Kebolehan ini demi mewujudkan suatu kemaslahatamnunagar tidak
menimbulkan suatu kemadharatan yang mungkin terjddl ini sejalan
dengan kaidah fighiyah yang menyatakan bahwa:

315 oyl
Artinya: “Madharat itu dapat dihapus”.

34@1..4,&5\ Qs e PREPIKWAEN | PSS

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan daripadenarik kebaikan”.

Kaidah di atas merupakan sebagian dari kaidah-kaidakok.
Kepadanya kembali sebagian besar dari masalah-ahmadmh dan dari
padanya dstinbatkan berbagai hukurf?. Salah satunya adalah kasus
terjadinya pengikraran kembali terhadap tanah walafshola An-Nur
tersebut dilakukan demi mendapatkan kepastian hukawon pengakuan dari
negara. Tidak adanya kepastian hukum atau pengakegara merupakan
sebuah kemadharatan yang dapat menimbulkan kerysgk&ni dengan

tidak adanya kepastian hukum memungkinkan terjadipgngingkaran

32 Hasbi Ash-Shiddiegyralsafah Hukum Islam]akarta: Bulan Bintang, 1975, h 79-
80

%3 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dat
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Prakiekarta: Kencana, 2007, h. 9

34 1bid, h. 11

% M. Hasbi Ash-Shiddieqy?engantar Hukum Islam jilid IlJakarta: Bulan Bintang,
1981, h. 109
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terhadap tanah wakaf tersebut. Oleh karenanya kyangn kembali terhadap
tanah wakaf Mushola An-Nur yang dilakukan oleh atar Rohmah ini

demi menolak adanya kerusakan yang mungkin timizehaudian hari.



